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WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 3.A TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA
KUPANG DAN PEDOMAN TATA CARA ATAS REVIU KINERJA INSTANSI

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

PEMERINTAH TAHUN 2014

WALIKOTA KUPANG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada
SKPD Lingkup Pemerintah Kota Kupang Tahun 2015,
perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Pedoman Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebes
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4618);

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas
Pemerintah Daerah;
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dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013
tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota

Kupang dan Pedoman Tata Cara Atas Reviu Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

p—

. Daerah adalah Kota Kupang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai

unsure penyelenggara pemerintah daerah.
Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kupang.

o

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN
Pasal 2

Tata cara pelaksanaan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Pedoman Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran Il Peraturan Walikota ini sebagai bagian yang tidak

terpisahkan.



BAB III
PENUTUP
Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Februari 2015

Y JONAS SALEAN

BERNADUS BENU

BER|TA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR ...



